KREFUTUSAN MENTERI AGAMA REFUBLIE INDONESIA

NOMOR 43 TAHUN 2017

TENTANG
KEPUTUSAN PENGGANTI

IZIN PENDIRIANOPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL (RA) AL FALAH
KARUPATEN MUKOMUKD PROVINSI BENGEULL

Menimbang

Fp

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

bahwa setiap madrasah wajib mendapatkan izin pendirian madrasah;
bahwa schubumgan dengan hilengnya Surst Keputusan Pemberian lzin
Pendirien Rasdhstul Athfsl (RA) Al Falah sesusi samat Pencrimaan
Laporan  Kehilangas Basrang Kepolisian Nomor : STPLA&S-
CARMGBELRes MM TPolsek, Tanggal 06 Oktober 2016 berupa Surat
Izin Pendirian Operasioal Raudhatul Athfal (RA) Al Falah, perla
enemberikan Keputusan Pengpanti;

bahwa madrassh sehagaimana tercantum dalam lasnpienn Kepatusan ini
telah memenubd persyaratan untak diberikan Keputusan Pengganti lzin
Pendirian Madarsah;

bahwa berdasarkan pertimbangsn schagaimana dimaksud pada huraf a,
husruf b dan huruf ¢, perlu menetaphkan Kepuetusan Menteri Agama tentang
Keputasan Pengganti lzin Pendifian/Operasional Roudbaral Ashfsd (RA)
Al Falah Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkubu,

Undang-undang Nomor 20 Tabun 2003 wntang sistem Pendidikan
Nasional (Lensharan Negara Republik Indonesia Tabun 2003 Momor TE,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
4501}

Peraturan Pemerintahy Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Masional
Pendidikan (Lembaran Negars Republik Indonesia Tahum 2005 Nomor 41,
Tambaban Lembarss Negara Republik  Indoncsia Nomor  4496)
schagainiana telah diubah dengsn Peraturan Pemnerintah Nomsor 13 Tahun
2013 temtang perchaban Kedua atas persturan Pemcrintah Nomor 19
Tahun 2005 tentang Standar Masional Pendidikan (Lemsbaran Megara
Republik Isdoncsia Nomor S670);

Persturan  Pemerintah Nomor 48 mbun 2008 tentang  Pendanaan
Pendidikan (Lembaran Negara Repablik [ndonesia Tabun 2008 Nomes 91,
Taenhahan Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 4864);

Peraturan Pemeristsh Noeor 17 tahum 2000 temiang Pengelolaan dan
Penyelenggarsan  Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indomesis
Tahus 2010 Nomsor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3150) sebagaimana telah divhah dengan Pernbean Pemerintah
Momor 17 Tahun 20010 tentang Pempelolaan dan Penyelenggarasan
Pendidilcan (Lemsharan Negara Republik Indosesia Momor 5157):



Menetapkan

RESATU

KEDAIA

KETIHGA

5. Persturan Menteri Pendidikan Masional Nomor 24 Tohun 3007 scatang
Standar Sarnns dan Prasarana untuk Sekolab Dasar/Madarasah Thtidaivah,
Sekolsh Menengah Pertansa/Madarsah Tsnawiyah, den Sckolad Menengah
AmsMisdarnsah Alivak;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tabun 2010 tentang
Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten®ots schagaman
telah diubah menjadi Persturan Menteri Pendidikan dan kebudayman
Momor 23 Tahun 2003 temiang Perubahan Atas Peraturan Menterd
Pendidikan Nasional Nomes 15 Tabun 2010 tentang Siandar Pelavanan
Minimal Pendidikan di KabupatenKota;

7. Peratwan  Menlei  Agama  Nomor 90 Tahun 2013  tentang
penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Momaor 1382

B. Permturmn Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2014 temtang Pendirian
Madrasah  Yang disclenggarskan Oleh Pemerintah dan Penegerian
Madrasah yang diselenggarakan oleh Masyarakat (Berita Negara Republik
Indanesia Tahum 2014 Mesnor 823k

9. Kepuwiusan Dercktur lenderal Pendidikas [slam Nomor 5885 Tabun 2014
temtang  Pefunjuk  Tekmis Perpanjangan lzin  Pendiian  Madrasah,
Pencrbitan Surat Keputusan Pengganti l#in pendirian Madrasah karena
Hilang, dan penerbitan Swrmt Keterangan Kerusakan Dokumen lzin
Pendirian Madmsah;

MEMUTUSKAN
KEFUTUSAN  MENTERI AGAMA REPUBLIK  INDONESIA

' TENTANG PENERBITAN KEPUTUSAN PENGGANTI PENDIRIAN

OFERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL (RA) AL FALAH
KABUPATEN MUKOMUKO PROVINSI BENGKULLU

: Memberikan Kepulusan Pengganti lzin Pendirian'Operasional Madrasah yang

Hilang kepada Madrassh schagaimana tercantum dalam lampinn yang
enenapakan hagian tsdsk terpisahkan dan keputusan ini,

¢ Pemberian izin Operasional sebagsimana dimaksud dalam Dikiuen Kesstu

dapal dicabut. apabila Madrasah yang bersanghkutan melakukan pelanggaran
sesiai dempsn ketentuan peraturen penssdang-undangan.
Foopubasan ind muls berdaku pada tanggal dSiciapkan.

Ditetapkan di BENGKULU
Padatanggal 31 danward Jeif
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